BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 53TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARIMUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15
Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Perencanaan Kebutuhan dan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor
53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
107 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002
tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4237);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);



10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 547);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun
Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PEMELIHARAAN
BARANG MILIK DAERAH

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Karimun.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
Bupati adalah Bupati Karimun.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Ilembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Karimun.

Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang
Milik Daerah.

Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang
mempunyai fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah selaku
pejabat pengelola keuangan daerah.

Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
pengguna Barang adalah pejabat SKPD selaku pemegang
kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.

Unit keija adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut
sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit keija atau
pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk
menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada
Pengguna Barang.

Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan
Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas
menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan
Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.



15.

16.

17.

18.

Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional
Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan,
mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada
Pengguna Barang.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan,
penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian.

Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan
rincian kebutuhan barang milik daerah untuk
menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan
keadaan yang sedang beijalan sebagai dasar dalam
melakukan tindakan yang akan datang.

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan
barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Barang milik Daerah meliputi:
a. Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban

APBD; atau
b. Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang
sah.

Pasal 3

(1) Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, dilengkapi
dokumen pengadaan.

(2) Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dilengkapi
dokumen perolehan.

(3) Barang Milik Daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Pasal 4

Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya meliputi:

a.
b.

C.

barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang

sejenis;

barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
peijanjian/kontrak;

barang yang diperoleh sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas
penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 5

Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah
merupakan rangkaian kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah.



BAB I
PEJABAT PENGELOLA BARANG

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 6

() Bupati adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik

Daerah.

(@ Pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan

bertanggung jawab:

a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau
pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan
Barang Milik Daerah;

d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang
Milik Daerah;

e. mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah
yang memerlukan persetujuan DPRD;

f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan
penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas
kewenangannya;

g. menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah selain
tanah dan/atau bangunan; dan

h. menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam
bentuk keijasama penyediaan infrastruktur.

Bagian Kedua
Pengelola Barang

Pasal 7

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan
bertanggungjawab:

a.
b.

C.

meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik
Daerah;

meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan
pemeliharaan/ perawatan Barang Milik Daerah;

mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang
Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;

. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,

pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah;

mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah
yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;

melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang
Milik Daerah; dan

melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan
Barang Milik Daerah.



Bagian Ketiga
Pejabat Penatausahaan Barang

Pasal 8

(1) Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik
Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.

(2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

a.

membantu meneliti dan memberikan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang
Milik Daerah kepada Pengelola Barang;

membantu meneliti dan memberikan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana Kkebutuhan
perneliharaan/perawatan Barang Milik Daerah kepada
Pengelola Barang;

memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas
pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan
barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk
mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah;
memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas
pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang
telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;

membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi
inventarisasi Barang Milik Daerah;

melakukan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna
Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak
dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola
Barang, serta Barang Milik Daerah yang berada pada
Pengelola Barang;

mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf g;

membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan
pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
menyusun laporan Barang Milik Daerah.

Bagian Keempat
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 9

(1) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang.

(@ Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

® Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berwenang dan bertanggung jawab:

a.

b.

mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang
Milik Daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;

mengajukan permohonan penetapan status penggunaan
barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan
lainnya yang sah;
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c. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik
Daerah yang berada dalam penguasaannya;

d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang
berada dalam penguasaannya;

f. mengajukan wusul pemanfaatan dan pemindahtanganan
Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang
Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;

g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanall dan/atau
bangunan yang tidak digunakan wuntuk Kkepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya
dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati
melalui Pengelola Barang;

h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang
Milik Daerah;

I. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas
penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam
penguasaannya; dan

J. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna
semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang
berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 10

Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan
dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.
Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada
Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.

Penetapan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang
dikelola, beban keija, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang
kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kelima
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

Pasal 11

Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna

Barang.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul

Pengguna Barang.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi fungsi

Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:

a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang
Milik Daerah pada Pengguna Barang;

b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan
barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan
lainnya yang sah;



c. meneliti pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah
yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus
Barang Pembantu;

d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan
DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau
bangunan;

e. mengusulkan rencana penyerahan Barang Milik Daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak
lain;

f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang
Milik Daerah;

g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang
dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus
Barang Pembantu;

h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang
(SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang
(SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari
gudang penyimpanan;

i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
setiap semester dan setiap tahun;

J. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan
atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan

k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang
disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau
Pengurus Barang Pembantu.

Bagian Keenam
Pengurus Barang Pengelola

Pasal 12

() Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul
Pejabat Penatausahaan Barang.

(@ Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik
daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.

(® Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang dan bertanggungjawab:

a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang
milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;

b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah kepada
Pejabat Penatausahaan Barang;

c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan
persetujuan Bupati;

d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan,
pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang,
sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan
Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan,
pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik
Daerah;
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e. menyiapkan bahan pencatatan Barang Milik Daerah berupa
tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari
Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak
dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola

Barang;
f. menyimpan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah;
menyimpan salinan dokumen Laporan Barang

Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan
Barang Milik Daerah; dan
I. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna
semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola
sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.
Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara
fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang,
Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus
Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang
Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekeijaan pemborongan dan penjualan jasa atau
bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekeijaan/penjualan
tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Bagian Ketujuh
Pengurus Barang Pengguna

Pasal 13

Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul

Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:

a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan
penganggaran barang milik daerah;

b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status
penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban
APBD dan perolehan lainnya yang sah;

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik
daerah;

d. membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada
pada Pengguna Barang;

e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan
DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan;

f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;

g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan
penghapusan barang milik daerah;

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;

I. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan
nota permintaan barang;
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J. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat
Penatausahaan Barang Pengguna;

k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintab
Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita
acara penyerahan barang;

I. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan
tahunan;

m. memberi label barang milik daerah;

n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi
fisik Barang Milik Daerah berdasarkan pengecekan fisik
barang;

0. melakukan stock opname barang persediaan;

p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen
kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/
fotokopi /salinan dokumen penatausahaan;

g. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan
barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah;
dan;

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang
disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna
Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna
Barang.

Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang
dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat
Penatausahaan Barang.

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus
Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang
Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan Kkegiatan
perdagangan, pekeijaan pemborongan dan penjualan jasa atau
bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekeijaan/penjualan
tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

BAB Il
PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 14

Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD
serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada.

Ketersediaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan Barang Milik Daerah yang ada pada Pengelola
Barang dan/atau Pengguna Barang.

Perencanaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil
Barang Milik Daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar
dalam penyusunan RKBMD.
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Pasal 15

(1) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah dilaksanakan
setiap tahun setelah Rencana Keija (Renja) SKPD ditetapkan.

(2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1)
merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan
penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (neiv initiative) dan
angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana keija dan
anggaran.

Pasal 16

() Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah mengacu pada
Rencana Keija SKPD.
(@ Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:
standar barang;
. standar kebutuhan;
standar harga; dan/atau
. standarisasi sarana dan prasarana keija

oo oo

(® Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan
penghitungan pengadaan Barang Milik  Daerah dalam
perencanaan kebutuhan.

(@ Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai
acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan Barang Milik
Daerah dalam perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah pada
SKPD.

(®) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan
Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan.

(6) Standarisasi sarana dan prasarana keija pada ayat (2) huruf d
adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah
dinas, dan kendaraan dinas.

(/) Standar barang, standar kebutuhan, standar harga dan
Standarisasi sarana dan prasarana keija sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh
Bupati.

Pasal 17

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan
RKBMD pengadaan Barang Milik Daerah mempedomani standar
barang, standar kebutuhan, standar harga, standarisasi sarana dan
prasarana keija.

Pasal 18

(1) Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang diajukan
Kuasa Pengguna Barang yang berada di Lingkungan SKPD yang
dipimpinnya.

(2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang.

(3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang
dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang
dan/atau Pengelola Barang.
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(4) Data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang,
sebagimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :

Laporan Daftar Barang Pengguna Bulanan;

Laporan Daftar Barang Pengguna Semesteran;

Laporan Daftar Barang Pengguna Tahunan;

Laporan Daftar Barang Pengelola Bulanan;

Laporan Daftar Barang Pengelola Semesteran;

Laporan Daftar Barang Pengelola Tahunan;

Laporan Daftar Barang Milik Daerah Semesteran; dan

Laporan Daftar Barang Milik Daerah Tahunan;

5) Pengelola Barang dalam melakukan penelahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibantu Pejabat Penatausahaan Barang
dan Pengurus Barang Pengelola.

(6) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

(7) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan dasar penyusunan RKBMD,

SQ@ P o0 o

Pasal 19

RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh
Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Keija dan
Anggaran SKP

Pasal 20

() RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah tidak dapat
diusulkan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna
Barang terhadap ;

a. Barang Milik Daerah yang berada dalam kondisi rusak berat ;

b. Barang Milik Daerah yang sedang dalam status penggunaan
sementara;

c. Barang Milik Daerah yang sedang dalam status untuk
dioperasikan oleh pihak lain; dan/atau

d.Barang Milik Daerah yang sedang menjadi objek pemanfaatan.

@ RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Pengguna Barang
yang menggunakan sementara Barang Milik Daerah.

3 RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk pemanfaatan
dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari 6
(enam) bulan.

BAB IV
LINGKUP PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 21

(1) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah meliputi :
a. Perencanaan Pengadaan Barang Milik Daerah;
b. Perencanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
c. Perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
d. Perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; dan
e. Perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah.
(2 Perencanaan Pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam dokumen
RKBMD Pengadaan.
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(3 Perencanaan Pemeliharaan Barging Milik Daerah sebagaimana

4

©)

dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam dokumen
RKBMD Pemeliharaan.

Perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam dokumen
RKBMD Pemanfaatan.

Perencanaan Pemindatanganan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam
dokumen RKBMD Pemanfaatan.

(6) Perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam dokumen
RKBMD Penghapusan.

BAB V
TATA CARA PENYUSUNAN RKBMD PENGADAAN BARANG MILIK
DAERAH PADA PENGGUNA BARANG

Pasal 22

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD
Pengadaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kuasa
Pengguna Barang yang dipimpinnya.

(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD
Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Pengguna Barang selambat - lambatnya minggu kedua bulan
Mei.

Pasal 23

() Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD
Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) pada minggu
ketiga bulan Mei.

(2 Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang mengikutsertakan
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus
Barang Pengguna wuntuk melakukan review terhadap
kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan.

(® Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan
oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diutamakan untuk memastikan kebenaran data
masukan (input) penyusunan usulan RKBMD Pengadaan yang
sekurang - kurangnya mempertimbangkan :

a. Kesesuaian program perencanaan dan standar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2); dan

b. Ketersediaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pengguna
Barang.

(4 Hasil penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pengguna Barang
dalam menyusun RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah
pada tingkat Pengguna Barang yang sekurang - kurangnya
memuat informasi :
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Nama Kuasa Pengguna Barang;

Nama Pengguna Barang;

Program;

Kegiatan;

Data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar
barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan

Rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.

®oooTp

—h

Pasal 24

(1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD
Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4)
ditandatangani Pengguna Barang.

(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan
Barang Milik Daerah berdasarkan hasil penelaahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan
kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat
bulan Mei.

BAB VI

TATA CARA PENYUSUNAN RKBMD PEMELIHARAAN BARANG
MILIK DAERAH PADA PENGGUNA BARANG

Pasal 25

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD
Pemeliharaan Barang Millik Daerah di Lingkungan Kuasa
Pengguna Barang yang dipimpinnya.

(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD
Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Pengguna Barang selambat - lambatnya minggu kedua bulai
Mei.

Pasal 26

(1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD
Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) pada minggu
ketiga bulan Mei.

(2) Dalam penelaahan wusulan RKBMD pemeliharaan usulan
RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk
melakukan penelitian terhadap kebenaran dan kelengkapan
usulan RKBMD Pemeliharaan.

(3) Penelaahan atas wusulan RKBMD Pemeliharaan yang
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk memastikan
kebenaran dan masukan (input) penyusunan RKBMD
pemeliharaan yang sekurang - kurangnya mengacu pada
daftar barang Kuasa Pengguna Barang yang memuat informasi
mengenai barang yang dipelihara.
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(4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah tingkat Pengguna Barang
yang sekurang - kurangnya memuat informasi :

Nama Kuasa Pengguna Barang;

Nama Pengguna Barang;

Nama Barang yang dipelihara;

Usuian kebutuhan pemeliharaan; dan

Rencana kebutuhan Barang Millik Daerah yang disetujui.

© Q0o

Pasal 27

(1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD
Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 4)
ditandatangani Pengguna Barang.

(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan
Barang Milik Daerah berdasarkan hasil penelaahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan
kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat
bulan Mei.

Pasal 28

(1) Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pengadaan dan
RKBMD Pemeliharaan dari Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 27
ayat (2) untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.

(2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
surat pengantar RKBMD yang ditandatangani oleh Pengguna
Barang dan data barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (4).

(3) Penyampaian RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pengguna Barang
kepada Pengelola Barang dilakukan selambat - lambatnya
minggu kesatu bulan Juni.

BAB VII

TATA CARA PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN BARANG MILIK

@

e

DAERAH PADA PENGELOLA BARANG

Pasal 29

Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah
dilakukan untuk melakukan telaahan terhadap data Barang Milik
Daerah yang diusulkan rencana pemeliharaannya.

Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya
memperhatikan daftar barang pada Pengguna Barang yang
memuat informasi mengenai status barang dan kondisi barang.
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® Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam hasil
penelaahan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang
sekurang-kurangnya memuat:

nama Kuasa Pengguna Barang;

nama Pengguna Barang;

nama barang yang dipelihara;

usulan kebutuhan pemeliharaan; dan

rencana kebutuhan barang milik daerah

yang disetujui.

PO oTe®

@ Dalam melaksanakan penelaahan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang
mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus
Barang Pengelola untuk menyiapkan dan memberikan
pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan
RKBMD Pemeliharaan yang dilaksanakan selambat-lambatnya
minggu kedua bulan Juni.

Pasal 30

(D Hasil Penelaahan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah dari
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh
Pengelola Barang.

(@ Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan berdasarkan
hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3 RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang
paling lambat minggu ketiga bulan Juni.

Pasal 31

() RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik
Daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud ditetapkan
menjadi RKBMD pemerintah daerah oleh Pengelola Barang.

@ RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat minggu
keempat bulan Juni.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Karimun Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman
Perencanaan Kebutuhan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2012 Nomor 36) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.



17

Pasal 33
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerali
Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 19 novewmser 2025

BUPATI KARIMUN,

Diundangkan

pada tanggal 19 NovEMBER 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

DJUNAIDY
BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 NOMOR s3



